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Buku "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer" meru-
pakan hasil revisi buku (lama), "Sistem Peradilan Pidana", 
penerbit Binacipta, pada tahun 1996. Buku ini diterbitkan 
sejak tahun 1996, dan tidak pernah ada cetakan baru sedang-
kan tuntutan perkembangan praktik peradilan telah banyak 
mengalami perubahan-perubahan. Penulis berpendapat perlu 
dilakukan revisi atas materi buku tersebut dan dimasukkan 
materi baru tentang sistem peradilan pidana dan masalah 
yang berkaitan dengannya. 
Perubahan besar dalam buku baru ini adalah dimasuk- 
kannya sistem peradilan pidana internasional sejalan dengan 
pemberlakuan Statuta Mahkamah Pidana Internasional 
(Statute of International Criminal Court) yang berlaku cfck 
tif pada tanggal 17 Juli 2002 yang lalu. Pemberlakuan terse- 
but juga dikuatkan dengan telah dilaksanakan peradilan pi- 
dana internasional yang bersilat adhoc terhadap pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat di Dacrah Bekas Yugoslavia 
(1993) dan Rwanda (1996). Perkembangan sistem peradil- 
an pidana internasional juga dibuktikan dengan peradilan 
Sistem Peradilan Pidana Kontemporer 
pidana" semi internasional" (hybrid court) yang telah dilak. 
sanakan di Sierra Leone (2000); Timor Leste (2002) dan d: 
Kamboja (2007). 
Selain perkembangan baru dalam sistem peradilan pi. 
dana di atas, buku ini juga telah memasukkan perkembangan 
sistem peradilan pidana di Indonesia dengan dibentuknya 
beberapa pengadilan khusus selain Pengadilan Negeri sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber. 
laku. Beberapa pengadilan khusus ini, antara lain Pengadilan 
tindak Pidana Korupsi, Pengadilan HAM, dan Pengadilan 
Anak. Untuk memberikan gambaran perkembangan sistem 
peradilan di Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP, maka 
dalam buku ini telah dimasukkan juga sistem peradilan pi- 
dana berdasarkan KUHAP dan merujuk kepada Rancangan 
KUHAP (2007). 
Buku ini tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa du- 
kungan moril istriku, Hanny Hanurawati dan anak-anakku 
selama aku di dalam "pengasingan" 
Mudah-mudahan dengan pembaruan materi muatan da- 
lam buku ini memberikan manfaat seluas-luasnya terutama 




Perkembangan sistem peradilan pidana nasional di be 
berapa negará penganut sistem hukum common law dan civil 
law masih belum banyak mengalami perubahan dari karakte- 
ristik tradisional yang sering dibedakan dalam model "due 
process" dan "crime control". Perubahan signfikan dalam 
penerapan kedua model tersebut di beberapa negara maju 
baik yang menganut sistem hukum "civil law" dan "common 
law", terbatas pada deviasi terhadap proses peradilan pidana 
sistem mediasi sebagaimana dipraktikkan di dalam KUHAP 
Belanda dan KUHAP Perancis, dengan ketentuan menge- 
nai "transactie",2 Persoalan serius dalam praktik yang se- 
ring muncul adalah perlakuan polisi terhadap tersangka dan 
proses penuntutan yang tidak transparan serta pelanggaran 
hak konstitusional warga negara terutama di negara maju. 
Di negara berkembang khususnya dalam praktik sistem per- 
'Herbert Packer,"The Limits of the Criminal Sanction": 
2 Lihat Dutch Penal Code (1818) dan KUHAP Perancis (2000) 
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pada 
adilan pidana di Indonesia sejak berlakunya KUHAP . 
tahun 1981, adalalh masalah transparansi, profesionalit 
dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukt. 
fesionalitas 
tum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari ke. adilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian 
hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan n bahkan sampai pada proses sidang pengadilan. 
Perkembangan mekanisme sistem peradilan pidana dan masalah-masalah menonjol di dalam praktik sistem peradil. 
an pidana memunculkan lahirnya beberapa peradilan khusus seperti peradilan anak dan peradilan perkara pelanggaran HAM dan pelanggaran undang-undang perpajakan. 
Merujuk kepada perkembangan di atas tampak bahwa masalah pro dan kontra eksistensi peradilan pidana saat ini telah lewat waktu dan kurang relevan dengan perkembang. an masyarakat menuju ke arah modernisasi di mana hampir seluruh masalah yang timbul dalam masyarakat selalu ber muara di dalam sidang pengadilan. Kenyataan ini membuk tikan bahwa kesadaran untuk beracara di muka pengadilan bukan lagi sesuatu yang baru dan sebaliknya masalah pro dan kontra perlu dan tidak perlunya proses peradilan pi- dana tidak lagi ada sentuhan signifikansinya di dalam tata masyarakat dunia abad ke-21. Jika dapat dikatakan bahwa masyarakat dunia saat ini telah "terjebak dalam kejenuhan untuk saling bersengketa di hadapan pengadilan yang dite- ngarai juga adanya "judicial corruption" dan "miscarriage of justice". Dalam pralktik peradilan sehari-hari pada beberapa kasus perkara pidana tertentu, tampaknya lambang Dewi Keadilan telah berubah menjadi "Scrigala berbulu domba 
Clive Walker & Keir Starmer, (ed), "Miscarriage of Justice": A Review 
of Justice in Error"; Blackstone Limited Press; 1999. 
Pendahuluan 
schingga pedang yang scharusnya di bawah ditempatkan di 
atas, dan timbangan yang seharusnya seimbang telah tampak 
berat sebelah. 
Persoalan serius kedua, yaitu masalah indepedensi ke. 
kuasaan kehakiman' dalam arti luas sebagaimana ditetap- 
kan dalam UUD 1945 yang sampai saat ini masih terus 
dipertanyakan dan diperdebatkan, termasuk independensi 
Kejaksaan Agung selaku lembaga penegak hukum, yang se- 
harusnya ditempatkan sejajar dengan lembaga tinggi negara 
sebagaimana halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Penempatan Kejaksaan Agung sejajar dengan lembaga tinggi 
negara lain akan meningkatkan kredibilitas, integritas dan in- 
dependensi serta profesionalitas kejaksaan di hadapan publik 
dalam dan luar negeri. 
Bab I menguraikan pertumbuhan dan perkembangan 
sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konve- 
sional, yaitu model "system inquisitoir" dan "systerm aqusa- 
toir"; "adversary" dan "non-adversary". Selain model-model
terscbut, diuraikan pandangan lain yang disebut, "»velfare 
model"; "juridical model" dan "justice model". Uraian Bab 
I dilengkapi dengan uraian tentang taha kritis dalam sistem 
peradilan pidana yang bertumpu pada masalah persamaan di 
muka hukum (equality before the law) dan kedudukan hu-
kum tersangka dalam beberapa aliran ideologi. 
Bab II berjudul Sistem Peradilan dalam Tantangan, me- 
nguraikan cksistensi aliran abolisionisme dan uraian tentang 
"plea bargaining system" yang dikembangkan dalam sistem 
hukum "common law". Uraian mengenai "plea bargaining 
Lebih dalam dikupas dalam buku, S. Shetreet & ]. Deschenes (ed) 
udicial Independence: The Contemporary Debate": Martinus Nijhoff 
Publishers; 1985. 
Sistem Peradilan Pidana 
Kontemporer 
a- 
system" ini juga telah mengilhami 
munculnya "mediasi" d 
nda 
lam praktik peradilan 
berdasarkan 
hukum pidana di Beland. 
npak. 
dan Perancis, yang 
dikenal sebagai 
"transactie", Tamn 
nya dalam sistem 
peradilan pidana 
di lndonesia, pola me 
diasi tersebut dapat dikaji 
lebih jauh sehubungan dengan 
banyaknya kasus pidana 
yang telah 
memarginalisasi statto 
SOsial ekonomi seorang 
tersangka/terdakwa, seperti kasus 
gan 
1s 
Misnah, Suparno, dan 
Prita'. 
Bab III merupakan bab 
baru yang memperkenalkan 
Sistem Peradilan Pidana 
Internasional yang dikembangkan 
dari pemberlakuan Statuta 
Mahkamah Pidana Internasion 
al (Rome Statute 1998). Dalam 
Bab IIl diuraikan tentan 
Kedudukan Mahkamah Pidana 
Internasional; organisasi dan 
hukum acara yang diberlakukan. 
Sistenm peradilan pidana 
internasional merupakan puncak perkembangan kekuasaan 
kehakiman dalam forum internasional di mana kedudukan 
lembaga Mahkamah ini berada sejajar dengan dan berhubun. 
gan langsung dengan kedudukan negara sebagai pemilik 
kedaulatan, sekaligus sebagai subjek hukum internasional. 
Keunikan lembaga Mahkamah ini dalam struktur organisasi 
akan dibahas dalam bab ini. 
Penulis juga memberikan pandangannya tentang sistem 
peradilan pidana yang telah berkembang di Indonesia ber- 
dasarkan KUHAP serta upaya pemerintah memperbarui KUHAP dengan Rancangan KUHAP tahun 2007. 
Bab IV buku ini merupakan kesimpulan umum penulis tentang sistem peradilan pidana kontemporer masa kini dan prospeknya di masa yang akan datang. 
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